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PELAKSANAAN PENGAWASAN  OLEH SEKRETARIS  DALAM UPAYA 
MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA 
SEKRETARIAT DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  KABUPATEN MAJALENGKA 
 
Oleh : 




Berkaitan dengan penyusunan penelitian yang diberi judul ,” Pelaksanaan 
Pengawasan Oleh Sekretaris Dalam Upaya Mencapai Efektivitas Pengelolaan  
Kearsipan Pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan  Kabupaten Majalengka “ ,  penyusun melaksanakan penelitian untuk 
mengetahui sejauhmana hubungan pengawasan dengan pengelolaan kearsipan pada 
Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka yang merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan tolok 
ukur keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dinas tersebut. 
Berdasarkan pengamatan penyusun selama  penelitian pada Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan   Kabupaten Majalengka, 
ternyata masih ditemui beberapa indikasi masalah yang menunjukan bahwa efektivitas 
pengelolaan kearsipan pada Dinas tersebut belum tercapai. 
Permasalahan tersebut diduga karena SekretarisDinas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan  Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan 
pengawasannya belum optimal.  
Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis 
dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta angket, mengolah 
dan menilai jawaban angket,  diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Sekretaris Dinas belum optimal dalam menerapkan teknik-teknik pengawasan , dan 
berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan yang belum tercapai 
2. Kepala Dinas menemui beberapa hambatan dalam menerapkan teknik-teknik 
pengawasan 
3. Sekretaris Dinas telah mengatasi berbagai hambatan dengan melakukan berbagai 
upaya 
      Berdasarkan hasil analisa data dari jawaban angket yang disebarkan kepada 
responden, ternyata penerapan teknik-teknik pengawasan oleh Sekretaris Dinas  
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan   Kabupaten 
Majalengka baru mencapai rata-rata      66,30 % dengan rincian sebagai berikut : 
1. Teknik Pengawasan Langsung baru mencapai rata-rata 66,75 % 
2. Teknik Pengawasan Tidak Langsung baru mencapai rata-rata 65,80 % 
Selanjutnya mengenai tingkat pencapaian pengelolaan kearsipan baru mencapai 
rata-rata 66,75 %. Memperhatikan hasil penerapan asas-asas pengawasan yang baru 
mencapai rata-rata 66,30 % ternyata berpengaruh terhadap pencapaian pengelolaan 
kearsipan yang baru mencapai 66,75 %. 
Dengan demikian hipotesis yang penyusun ajukan yaitu : “Jika pelaksanaan 
pengawasan oleh Sekretaris berdasarkan teknik-teknik pengawasan, maka pengelolaan 
kearsipan pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Dalam setiap pelaksanaan 
kegiatan , baik kegiatan pemerintah 
maupun kegiatan swasta senantiasa akan 
diiringi oleh proses perekaman informasi. 
Perekaman informasi yang dihasilkan 
melalui proses administrasi merupakan 
bukti yang sangat otentik dalam 
pertanggung jawaban penyelenggaraan 
administrasi. 
Arsip sebagai sumber informasi 
yang terekam di dalam kegiatan 
administrasi digunakan dalam rangka 
pelaksanaan tugas digunakan sebagai 
sumber informasi bagi pihak-pihak yang 
memerlukan. 
Selain dari itu arsip mempunyai 
peran  penting dalam rangka perencanaan, 
penganalisaan, pengembangan dan 
perumusan kebijaksanaan, pengambilan 
keputusan, pembuatan laporan 
pertanggung jawaban, penilaian dan 
pengendalian,yang setepat-tepatnya 
sehingga lebih diarahkan kepada 
pengendalian dan pengolahan informasi. 
Dalam era otonomi daerah saat ini 
, sejak diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah yang telah dirubah 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah , ada 
semacam kebutuhan dan kepentingan 
untuk menyimak, membuka dan 
mengungkap kembali tentang apa yang 
menjadi peran dan fungsi arsip itu, 
khususnya dalam konteks 
penyelenggaraan kegiatan administrasi 
pemerintahan. 
Mengingat peran dan fungsi arsip 
memiliki arti yang cukup penting, maka 
sudah selayaknya jika arsip-arsip tersebut, 
khususnya yang mempunyai nilai guna 
tinggi dijaga, dipelihara dan dilestarikan 
keberadaannya sedemikian rupa, agar bila 
suatu waktu diperlukan akan dapat dengan 
mudah ditemukan kembali dalam waktu 
yang relatif singkat. Dengan kata lain agar 
arsip dapat berperan dan berfungsi 
menunjang kelancaran aktivitas organisasi 
maka arsip tersebut perlu ditatakelola 
dengan baik. 
Penyelenggaraan tata kearsipan 
yang baik harus dapat menjamin 
ketersediaan arsip yang memberikan 
kepuasan bagi pengguna serta menjamin 
keselamatan arsip itu sendiri. 
Indikator keberhasilan 
penyelenggaraan tata kelola kearsipan 
tersebut adalah sejauhmana kearsipan 
tersebut memberikan kontribusi dalam 
pencapaian tujuan organisasi.  Semakin 
besar kontribusi arsip dalam mendukung 
kelancaran aktivitas organisasi, 
menunjukan pula tingginya keberhasilan 
pengelolaan kearsipan. Pengelolaan arsip 
yang tidak terkontrol pada gilirannya 
berpotensi munculnya persoalan pada 
organisasi yang bersangkutan. 
Meskipun kearsipan berperan 
penting dalam proses administrasi, namun 
masih banyak organisasi pemerintah 
maupun swasta yang belum melakukan 
pengelolaan kearsipan dengan baik. 
Hal itu menuntut adanya perhatian 
dari pimpinan organisasi , baik organisasi 
pemerintahan maupun swasta untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pengelolaan 
kearsipan, sehingga arsip betul-betul dapat 
berperan dan berfungsi sebagaimana 
diharapkan oleh organisasi. 
Berkaitan dengan penyeleng-
garaan administrasi pemerintahan dan 
pembangunan, berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Organisasi  Perangkat Daerah 
Kabupaten Majalengka, telah dibentuk 
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka . 
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Berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsinya ,  pengelolaan 
arsip pada Dinas Koperasi tersebut di atas 
memiliki arti penting untuk menujang 
kelancaran pelaksanaan berbagai aktivitas 
dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan 
yang ingin dicapai oleh Dinas tersebut. 
Sekretariat pada Dinas Koperasi 
tersebut  di atas sudah selayaknya 
menyelenggarakan pengelolaan kearsipan 
dengan baik, sehingga arsip dapat 
memberikan kontribusi dalam proses  
perumusan kebijakan teknis bidang 
koperasi usaha kecil menengah, 
perindustrian dan perdagangan di 
Kabupaten Majalengka agar dapat 
mencapai sasaran atau tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Untuk mengetahui sampai 
sejauh pengelolaan kearsipan  pada  
Dinas Koperasi Usaha Kecil 
Menengah,Perindustrian Dan 
Perdagangan    Kabupaten Majalengka, 
maka akan penulis uraikan hasil 
penelitian  penulis pada Sekretariat 
Dinas Koperasi Usaha Kecil 
Menengah,Perindustrian Dan 
Perdagangan    Kabupaten Majalengka 
tersebut ,  ternyata masih ditemui 
beberapa gejala  yang menunjukkan 
bahwa pengelolaan kearsipan  pada 
Dinas tersebut  belum efektif . Hal ini 
terlihat dari indikator : 
1. Masih sering terjadi kesulitan 
menemukan arsip yang dibutuhkan 
2. Masih ada pegawai  yang menangani 
pengelolaan kearsipan belum 
memahami cara pengelolaan  
kearsipan sesuai dengan ketentuan  
3. Masih ditemukan penyimpanan arsip 
tidak pada tempat yang seharusnya 
4. Kurangnya sarana dan prasarana 
untuk menunjang kelancaran 
pengelolaan kearsipan 
Berdasarkan pengamatan penulis , 
diduga permasalahan tersebut disebabkan 
oleh Sekretaris Dinas KUKM, 
Perindustrian dan Perdagangan belum 
optimal melaksanakan pengawasan , 
khususnya dalam menerapkan teknik-
teknik pengawasan, baik pengawasan 
langsung maupun pengawasan tidak 
langsung. 
Berdasarkan uraian di atas, 
penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian lebih lanjut yang hasilnya 
dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 
judul “PELAKSANAAN 
PENGAWASAN OLEH SEKRETARIS  
DALAM UPAYA MENCAPAI 
EFEKTIVITAS  PENGELOLAAN 
KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT 
DINAS KUKM, PERINDUSTRIAN 




Berdasarkan latar belakang 
penelitian di atas, guna mempermudah 
penelitian dan pembahasan, penulis 
mengajukan perumusan  masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan 
pengawasan oleh Sekretaris  dalam 
upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan kearsipan  pada 
Sekretariat Dinas KUKM, 
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Majalengka. 
2. Hambatan-hambatan apa  yang 
dihadapi oleh Sekretaris  dalam 
melaksanakan pengawasan dalam 
upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan kearsipan  pada 
Sekretariat Dinas KUKM, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka 
3. Upaya-upaya apa  yang dilakukan 
oleh Sekretaris  dalam upaya  
mencapai efektivitas pengelolaan 
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
KUKM, Perindustrian Dan 
Perdagangan  Kabupaten Majalengka. 
Definisi Istilah 
Kelancaran suatu pekerjaan atau 
kegiatan sangat tegantung kepada 
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kemampuan pimpinan organisasi untuk 
lebih memperhatikan dan mengawasi atas 
jalannya pekerjaan tersebut. Dengan 
dilakukannya pengawasan diharapkan 
akan dapat mencapai hasil yang efektif 
dan efisien, sehingga akan mendorong ke 
arah  peningkatan kinerja dari pegawai. 
Untuk memahami sepenuhnya 
tentang pengawasan, maka penulis akan 
mengutip beberapa pendapat para ahli, 
diantaranya pendapat Sujamto dalam 
bukunya “Beberapa Pengertian di Bidang 
Pengawasan”, yang mengemukakan 
sebagai berikut :Pengawasan  adalah  
segala usaha  atau  kegiatan untuk 
mengetahui dan  menilai  kenyataan  yang  
sebenarnya  mengenai pelaksanaan tugas  
atau kegiatan,  apakah sesuai dengan yang 
semestinya   atau tidak.( 1996 : 19) 
Selanjutnya Sondang P. Siagian 
dalam bukunya “Filsafat Administrasi” 
mengemukakan pengertian pengawasan, 
yaitu sebagai berikut : 
Pengawasan adalah proses 
pengamatan dari pada pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar supaya semua 
pekerjaan yang sedang 
dilaksanakan berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah 
ditetapkan sebelumnya.  
( 2006 : 135) 
 
Terkait hal tersebut di atas, Arifin 
Abdulrachman dalam bukunya “Kerangka 
Pokok-Pokok Management Umum”, 
mengemukakan pengertian tentang 
pengawasan sebagai berikut : 
Pengawasan adalah kegiatan atau 
proses kegiatan untuk mengetahui 
hasil pelaksanaan, kesalahan, 
kegagalan untuk diperbaiki 
kemudian dan mencegah 
terulangnya kembali kesalahan-
kesalahan itu, begitu pula 
mencegah sehingga pelaksanaan 
tidak  berbeda dengan rencana  
yang telah ditetapkan. 
( 1979 : 99) 
 
Berdasarkan beberapa 
pengertian di atas, pengawasan 
merupakan suatu kegiatan untuk 
mengarahkan pelaksanaan suatu 
pekerjaan agar dapat menghasilkan 
atau setidaknya memperkecil 
penyimpangan-penyimpangan atau 
kesalahan-kesalahan yang mungkin 
terjadi, sehingga dapat tercapai tujuan 
secara tepat.  
Proses berjalannya suatu 
pengawasan yang baik memerlukan 
teknik-teknik pengawasan sebagai bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari 
pelaksanaan pengawasan. Sarwoto dalam 
bukunya “Dasar-Dasar Organisasi dan 
Manajemen”, mengemukakan teknik-
teknik pengawasan sebagai berikut : 
1. Pengawasan langsung adalah 
pengawasan yang dilakukan 
oleh manager pada waktu 
kegiatan sedang berlangsung. 
Pengawasan langsung dapat 
berbentuk : 
a. Inspeksi langsung 
b. Observasi di tempat ( 
On the spot observation ) 
c. Laporan di tempat ( 
On the spot report ) 
2. Pengawasan tidak langsung 
adalah pengawasan jarak jauh 
melalui laporan yang 
disampaikan oleh para 
bawahan. Pengawasan tidak 
langsung dapat berbentuk : 
a. Laporan tertulis 
b. Laporan lisan 
                ( 2005 : 163) 
Berdasarkan uraian tersebut di 
atas,  maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa dengan  
dilaksanakannya pengawasan yang 
didasarkan pada teknik-teknik 
pengawasan oleh Sekretaris Dinas  
dengan sendirinya akan mendorong ke 
arah tercapainya tujuan organisasi 
dalam hal ini adalah mencapai 
efektivitas pengelolaan kearsipan pada 
Sekretariat Dinas KUKM, 
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Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka.  
Pengertian efektivitas menurut 
The Liang Gie dalam bukunya 
“Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan 
Nasional” bahwa “suatu tindakan 
adalah efektif apabila mencapai 
tujuannya yang telah ditetapkan” (1986 
: 36). Dengan demikian, nilai 
efektivitas pada dasarnya ditentukan 
oleh tercapainya tujuan organisasi serta 
faktor kesesuaian dalam pelaksanaan 
tugas pekerjaan.  
Menurut Soekarno dalam 
bukunya “Dasar-Dasar Manajemen” 
mengemukakan pengertian efektivitas 
sebagai berikut : “Efektivitas adalah 
pencapaian tujuan atau hasil yang 
dikehendaki tanpa menghiraukan 
faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, 
pikiran, alat-alat dan lain-lain yang 
telah dikeluarkan atau  digunakan “. 
(1986 : 24) 
Sedangkan menurut T.H. Hani 
Handoko dalam bukunya 
“Manajemen”  menyatakan bahwa 
efektivitas merupakan kemampuan 
untuk memilih tujuan yang tepat atau 
peralatan yang tepat untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. “       (  
2001: 17 ) 
Berdasarkan beberapa 
pendapat di atas, penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa efektivitas 
merupakan pengukuran yang berkaitan 
antara pelaksanaan suatu pekerjaan 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Mengenai kriteria efektivitas 
kegiatan yang baik dan efektif , 
Ibrahim Lubis dalam bukunya “ 
Pengendalian dan Pengawasan Proyek 
Dalam Manajemen “ mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut :  
Efektivitas kerja berarti bahwa 
segala sesuatu dilaksanakan 
dengan berdayaguna yang berarti 
tepat, cepat , hemat dan selamat. 
1. Tepat , artinya apa yang 
dikehendaki tercapai , kena 
sasaran , memenuhi target dan 
apa yang dicita-citakan 
menjadi realistis 
2. Cepat , artinya sebelum waktu 
yang telah ditetapkan , 
pekerjaan tersebut dapat 
diselesaikan atau sesuai 
dengan waktu yang ditetapkan 
, pekerjaan dapat diselesaikan 
3. Hemat , artinya tanpa 
terjadinya pemborosan dalam 
bidang apapun dalam 
pelaksanaan pekerjaan untuk 
mencapai tujuan tersebut 
4. Selamat , artinya tanpa 
mengalami hambatan-
hambatan yang dapat 
menyebabkan kegagalan 
sebagian atau seluruh usaha 
pencapaian tujuan tertentu 
(  1985:33 ) 
 
Sedangkan kata “pengelolaan ” 
dalam Kamus Umum Bahasa  
Indonesia berasal dari kata “ kelola  “  
(1982 : 726) yang bermakna 
kemampuan untuk menjalankan 
aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau petugas  dalam 
suatu bidang atau kebutuhan tertentu 
untuk kepentingan suatu organisasi. 
Mengenai pengertian kearsipan, dalam 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan Pasal 1 dijelaskan 
sebagai berikut : “ Kearsipan adalah hal-
hal yang berkenaan dengan arsip.”  
Dalam Undang-Undang tersebut, 
masih pada pasal yang sama  dijelaskan 
pula pengertian arsip sebagai berikut :  
 Arsip  adalah rekaman kegiatan 
atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga 
negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, 
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organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan 
perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.  
 
Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat dua 
variabel, variabel bebas (pengawasan) dan 
variabel terikat (efektivitas pengelolaan ) 
dengan indikator sebagai berikut : 
Tabel 1.1 : Operasionalisasi variabel penelitian 





















 Rutinitas  1  
 Inspeksi Mendadak 
(Sidak) 
2  
2. Observasi di 
tempat 
 Pengamatan dan 
pemeriksaan 
3  
 Pemberian petunjuk kerja 4  




 Laporan hasil pekerjaan 5  
 Pengecekan laporan 6  
 Pemberian petunjuk 7  
 Pemberian pengarahan 8  
1. Laporan 
Tertulis 
 Pelaporan secara tertulis 9  
 Pengecekan isi laporan 10  
 Pemberian petunjuk 11  
2. Laporan Lisan  Pelaporan secara lisan 12  
 Pengecekan isi laporan 13  






1. Tepat  Pengelolaan  tepat sasaran ,  
tepat waktu dan tepat 
administrasinya  
1  
2. Cepat  Pengelolaan  dilakukan dengan  
cepat sesuai dengan prosedur  
2  
3. Hemat  Pengelolaan  dilaksanakan 
tanpa  ada pemborosan 
3  
4. Selamat  
  
Pengelolaan  mencapai tujuan 




Berdasarkan uraian di atas, 
penulis mengemukakan beberapa asumsi 
sebagai berikut : 
1. Pengawasan adalah suatu proses untuk 
menetapkan pekerjaan apa yang akan 
dilaksanakan, menilai dan mengoreksi 
bila perlu dengan maksud supaya 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
rencana. 
2. Efektivitas pengelolaan dapat 
diberikan pengertian sebagai 
kemampuan menjalankan aktivitas 
atau kegiatan dalam bidang tertentu 
guna kepentingan organisasi  sehingga 
mencapai tujuannya 
3. Pelaksanaan pengawasan akan 
mencapai hasil yang maksimal apabila 
pimpinan organisasi mampu 
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menerapkan teknik-teknik 
pengawasan. 
4. Pelaksanaan pengawasan yang 
didasarkan pada teknik-teknik 
pengawasan dapat berpengaruh 




 Pengertian Pengawasan 
Berdasarkan pendapat para ahli 
dalam menjalankan administrasi dan 
manajemen maka perlu melaksanakan 
berbagai fungsi administrasi dan 
manajemen . Tanpa melaksanakan fungsi-
fungsi administrasi dan manajemen maka 
tidak bisa diharapkan tujuan organisasi 
akan dapat  tercapai dengan baik  atau 
mungkin juga tujuan gagal tercapai. 
Fungsi administrasi dan 
manajemen yang dikemukakan oleh para 
ahli beraneka ragam. Mengutip pendapat 
Sondang P Siagian  dalam bukunya yang 
berjudul “ Filsafat Administrasi  “ fungsi 
organik manajemen terdiri dari :   
1. Perencanaan (Planning) 
2. Pengorganisasian (Organizing) 
3. Pemberian motivasi 
(Motivating) 
5. Pengawasan (Controlling) 
6. Penilaian (Evaluating) 
    ( 2006 : 87 ) 
 
 Dengan demikian,  fungsi 
pengawasan merupakan salah satu fungsi 
organik dari administrasi dan manajemen, 
dalam pengertian fungsi pengawasan 
mutlak harus dilaksanakan oleh setiap 
pimpinan organisasi.  
 Pengawasan juga merupakan alat 
untuk membantu seorang pimpinan dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 
demikian, maka pengawasan merupakan 
sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh 
seorang pimpinan dalam proses 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 
oleh pegawai atau bawahan  agar hasil 
yang dicapai sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 
Untuk mengetahui tentang  
pengertian pengawasan, maka penulis 
terlebih dahulu akan mengemukakan  
pendapat dari beberapa ahli dalam bidang 
administrasi dan manajemen. Menurut 
Sondang P. Siagian dalam bukunya 
“Filsafat Administrasi”, mengemukakan 
pengertian  pengawasan sebagai berikut :   
           Pengawasan adalah proses pengamatan 
dari pada pelaksanaan seluruh 
kegiatan organisasi untuk menjamin 
agar supaya semua pekerjaan yang 
sedang dilaksanakan berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya.  
(2006 : 135) 
 
Selanjutnya  pendapat 
Manullang dalam bukunya “ Dasar-
Dasar Manajemen ”, mengemukakan  : 
“ Pengawasan adalah suatu proses 
untuk menerapkan pekerjaan apa yang 
sudah dilaksanakan, menilainya dan 
mengoreksinya bila perlu dengan 
maksud supaya pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan rencana semula.” (1993 : 
173) 
Selanjutnya  Sujamto, dalam 
bukunya “Beberapa Pengertian di 
Bidang Pengawasan”, menyatakan : 
Pengawasan terdiri dari pengujian 
apakah segala sesuatu  berlangsung 
sesuai dengan instruksi yang   telah 
diberikan dan dengan prinsip-prinsip 
yang telah digariskan. Ia bertujuan 
untuk menunjukkan (menemukan) 
kelemahan-kelemahan dan kesalahan-
kesalahan dengan maksud untuk 
memperbaikinya dan mencegah 
terulang kembali. 
( 1996 : 19) 
Berdasarkan pendapat tersebut 
di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pengawasan adalah suatu proses 
atau kegiatan untuk menjaga dan 
melakukan pengamatan terhadap hasil 
kerja atau pelaksanaan pekerjaan 
apakah sesuai dengan sasaran dan 
melakukan perbaikan-perbaikan atau 
melaksanakan tindakan korektif 
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Handayaningrat dalam bukunya “ 
Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan 
Manajemen ”, menyatakan : 
“Pengawasan ialah suatu proses 
dimana pimpinan ingin mengetahui 
apakah hasil pelaksanaan pekerjaan 
yang dilakukan  oleh bawahannya  
sesuai dengan rencana, perintah, tujuan 
dan kebijaksanaan yang telah 
ditentukan.” (2002 : 143) 
Berdasarkan pengertian di atas, 
pengawasan merupakan suatu kegiatan 
untuk mengarahkan pelaksanaan suatu 
pekerjaan agar menghasilkan atau 
setidaknya memperkecil 
penyimpangan-penyimpangan atau 
kesalahan-kesalahan yang mungkin 
terjadi, sehingga tujuan dapat tercapai 
secara tepat. 
Arifin Abdul Rachman dalam 
bukunya “Kerangka Pokok-Pokok 
Manajement Umum” mengemukakan 
tentang pengawasan sebagai berikut :  
Pengawasan adalah kegiatan atau 
proses untuk mengetahui hasil 
pelaksanaan, kesalahan-kesalahan, 
kegagalan-kegagalan, untuk 
diperbaiki dan mencegah terulang 
kembali kesalahan-kesalahan itu. 
Begitu pula mencegah sehingga 
pelaksanaan tidak berbeda dengan 
rencana yang ditetapkan. 
(1999 : 99) 
 
Berdasarkan pendapat-
pendapat tersebut di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 
adalah suatu proses kegiatan untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pekerjaan yang telah ditetapkan 
maupun kebijaksanaan yang telah 
ditetapkan, dengan jalan 
mengendalikan , koreksi dan 
penyempurnaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan tersebut. 
Dengan demikian,  
pengawasan merupakan salah satu 
penentu keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Dengan 
demikian, seorang pimpinan organisasi 
harus senantiasa melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan, sehingga tujuan organisasi 
dapat tercapai secara maksimal. 
 Tujuan dan Fungsi Pengawasan 
 Tujuan Pengawasan  
Untuk mengetahui tentang 
tujuan pengawasan, penulis mengutip 
beberapa pendapat ahli administrasi 
dan manajemen. 
Soewarno Handayaningrat 
dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu 
Administrasi dan Manajemen “ 
menyatakan bahwa : “Tujuan 
pengawasan adalah agar hasil 
pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara 
berdaya guna ( efisien ) dan berhasil 
guna ( efektif ), sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan sebelumnya” 
(2002 : 143). 
Arifin Abdul Rachman 
mengemukakan tentang tujuan 
pengawasan dalam bukunya “ 
Kerangka Pokok-Pokok Manajement 
Umum “ sebagai berikut : “Tujuan 
pengawasan adalah untuk membuat 
segenap kegiatan-kegiatan manajemen 
dinamis dan berhasil guna secara 
efektif dan efisien “ ( 1999 : 99 ). 
Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa tujuan pengawasan 
adalah untuk menumbuhkan rasa 
ketaatan, kepatuhan serta tanggung 
jawab di dalam suatu pelaksanaan 
pekerjaan, agar hasil pelaksanaan 
pekerjaan tersebut dapat dicapai secara 
efektif dan efisien sehingga tujuan 
organisasi dapat tercapai sesuai dengan 





Jurnal Ilmu Administrasi Negara 
 
Volume X No. 1 Januari - Juni 2017 
Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (PUSAKA)  
FISIP – Universitas Majalengka 
9 
ISSN  1907-6711 
 
 Fungsi Pengawasan 
Mengenai fungsi pengawasan 
dijelaskan oleh para ahli, diantaranya 
oleh Soewarno Handayaningrat dalam 
bukunya “ Pengantar Studi Ilmu 
Administrasi dan Manajemen” sebagai 
berikut :  
Fungsi pengawasan adalah untuk : 
1. Mempertebal rasa tanggung 
jawab terhadap pejabat yang 
diserahi tugas wewenang 
dalam pelaksanaan pekerjaan. 
2. Mendidik para pejabat agar 
mereka melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan 
prosedur yang telah ditentukan. 
3. Mencegah terjadinya 
penyimpangan, kelalaian dan 
kelemahan, agar tidak terjadi 
kerugian yang tidak 
diinginkan. 
4.Memperbaiki kesalahan dan 
penyelewengan, agar 
pelaksanaan pekerjaan tidak 
mengalami hambatan dan 
pemborosan-pemborosan. 
    ( 2002 : 144 ) 
 
Mengacu kepada pendapat para ahli 
tersebut, penulis  menyimpulkan bahwa 
fungsi pengawasan merupakan tindakan 
korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan 
yang dilakukan bawahan, bukan dengan 
maksud mencari-cari kesalahan bawahan 
tetapi lebih diarahkan pada upaya 
pemberian bimbingan, pengarahan dan 
perbaikan.  
 Teknik-Teknik Pengawasan 
Dalam menunjang aktivitas 
pekerjaan yang terdapat pada ruang 
lingkup organisasi tertentu, diperlukan 
teknik-teknik pengawasan dalam 
rangka pencapaian tujuan organisasi 
tersebut. Dengan memahami dan 
menguasai teknik-teknik pengawasan 
tersebut, organisasi tidak akan  
kehilangan arah atau petunjuk untuk 
mencapai keberhasilan sebagai tujuan 
bersama.  
Untuk dapat memahami dan 
memantapkan pelaksanaan 
pengawasan harus pula memahami 
teknik-teknik pengawasan sebagai satu 
kesatuan yang utuh dan dapat dijadikan 
sebagai parameter dari keberhasilan 
pelaksanaan pengawasan. Menurut 
Sarwoto dalam bukunya “Dasar-Dasar 
Organisasi Dan Manajemen”, 
mengemukakan teknik-teknik 
pengawasan sebagai berikut : 
3. Pengawasan langsung. 
Pengawasan langsung 
dapat berbentuk : 
a. Inspeksi langsung 
b. Observasi di tempat ( On 
the spot observation ) 
c. Laporan di tempat ( On 
the spot report ) 
4. Pengawasan tidak langsung. 
Pengawasan tidak langsung 
dapat berbentuk : 
a. Laporan tertulis 
b. Laporan lisan 
(1995 : 103) 
Untuk lebih memperjelas  
mengenai teknik-teknik pengawasan 
tersebut di atas, dapat dilihat pada 
uraian di bawah ini : 
Pengawasan langsung. 
Pengawasan langsung adalah 
pengawasan yang dilakukan oleh 
pimpinan pada waktu kegiatan sedang 
berlangsung. Dalam pelaksanaan 
pengawasan langsung, pimpinan 
melakukan upaya pengawasan dengan 
terlibat langsung ke tempat kegiatan 
bawahannya guna mengetahui secara 
pasti tentang pelaksanaan  pekerjaan 
bawahannya. Pengawasan langsung 
bertujuan untuk mengantisipasi setiap 
penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi di dalam pelaksanaan 
pekerjaan. Apabila dalam pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan bawahan 
ditemukan adanya kesalahan-
kesalahan, maka pimpinan dapat 
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segera mengadakan tindakan-tindakan 
perbaikan (korektif) agar pelaksanaan 
pekerjaan tersebut sesuai dengan 
rencana semula serta tidak terjadi lagi 
kesalahan-kesalahan dalam 
pelaksanaan pekerjaan di masa yang 
akan datang.  
Pengawasan langsung dapat berbentuk 
: 
a. Inspeksi langsung 
Inspeksi langsung dilakukan 
dengan cara turun langsung ke 
tempat kegiatan bawahannya yang 
sedang melaksanakan tugas 
pekerjaannya. Inspeksi langsung 
bertujuan untuk  menghindarkan 
bawahan dari penyimpangan-
penyimpangan atau kesalahan-
kesalahan dalam pelaksanaan 
tugas pekerjaannya.   
b. Observasi di tempat ( On the 
spot observation ) 
Melalui observasi di tempat, 
pimpinan akan dapat mengetahui 
setiap usaha yang dilakukan oleh 
bawahannya, sehingga pimpinan 
akan mendapatkan data yang 
akurat dalam rangka pengambilan 
keputusan guna melakukan usaha-
usaha ke arah perbaikan atau pun 
pencapaian efektivitas pekerjaan 
tersebut. 
c. Laporan di tempat ( On the spot 
report ) 
Pengawasan langsung dengan 
laporan di tempat adalah  
pengawasan yang dilakukan 
dengan cara meminta laporan 
langsung dari bawahannya pada 
saat kegiatan tersebut sedang 
berlangsung. Melalui kegiatan 
pengawasan langsung dengan cara 
meminta laporan di tempat, 
pimpinan akan memperoleh data 
dan informasi yang akurat 
mengenai hasil pelaksanaan 
pekerjaan sehingga akan 
memudahkan dalam pengambilan 
keputusan atau kebijakan guna 
melakukan usaha-usaha ke arah 
perbaikan atau pun pencapaian 
tujuan organisasi. 
2. Pengawasan tidak langsung  
Pengawasan tidak langsung adalah 
pengawasan jarak jauh melalui 
laporan yang disampaikan oleh para 
bawahan. Pengawasan tidak langsung 
merupakan suatu teknik pengawasan 
terhadap kegiatan pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan oleh 
pimpinan kepada bawahannya dengan 
cara meminta laporan, baik itu laporan 
secara tertulis maupun secara lisan.  
Pengawasan tidak langsung dapat 
berbentuk : 
a. Laporan tertulis 
Laporan tertulis merupakan suatu 
pertanggungjawaban atas hasil 
pelaksanaan pekerjaan secara 
tertulis. Oleh karena itu bawahan 
harus mempunyai catatan-catatan 
khusus mengenai pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukannya. 
Kegiatan meminta laporan secara 
tertulis oleh seorang pimpinan 
terhadap suatu pekerjaan 
merupakan pelaksanaan 
pengawasan dalam rangka 
meminimalisir terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan 
atau kesalahan-kesalahan dalam 
pelaksanaan tugas pekerjaan 
bawahan. Kegiatan meminta 
laporan tertulis dapat dilakukan 
secara berkala dan terus menerus. 
b. Laporan lisan 
Salah satu bentuk pengawasan 
tidak langsung adalah dengan cara 
meminta laporan secara lisan oleh 
pimpinan kepada bawahannya. 
Dengan meminta laporan secara 
lisan pimpinan akan lebih efektif 
di dalam memanfaatkan waktunya 
dalam melakukan pengawasan. 
Akan tetapi,  dalam penerapan 
pengawasan melalui laporan 
secara lisan pimpinan dituntut 
untuk lebih komunikatif dengan 
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bawahannya agar informasi yang 
dibutuhkan dapat diperoleh 
dengan jelas. 
Dari pendapat tersebut, jelaslah 
bahwa dalam kegiatan suatu organisasi, 
pengawasan sangat penting untuk 
mencegah atau memperbaiki kesalahan, 
penyimpangan, ketidaksesuaian  dengan 
tugas dan wewenang yang telah 
ditentukan.  
 Pengertian Efektivitas 
Pengelolaan Kearsipan    
Sebelum menguraikan mengenai 
pengertian efektivitas pengelolaan 
kearsipan , maka terlebih dahulu penulis 
akan mengemukakan tentang pengertian 
efektivitas, sebagaimana dikemukakan 
oleh beberapa ahli di bawah ini : 
Menurut Soekarno dalam 
bukunya “Dasar-Dasar Manajemen” 
mengemukakan pengertian efektivitas 
sebagai berikut : “ Efiktivitas adalah 
pencapaian tujuan atau hasil yang 
dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-
faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-
alat dan lain-lain yang telah dikeluarkan 
atau digunakan “.( 1996 : 24) 
Sedangkan menurut pendapat 
Pariata Westra dalam bukunya 
“Ensiklopedia Administrasi”, yaitu : 
Efektif berarti terjadinya suatu 
efek atau akibat yang 
dikehendaki dalam suatu 
perubahan dan efektivitas 
diartikan sebagai suatu keadaan 
yang mengandung pengertian 
mengenai terjadinya suatu efek 
akibat yang dikehendaki. 
( 1990 : 147) 
 
Mengenai pengertian efektivitas 
menurut  H. Emerson yang dikutip oleh 
Soewarno Handayaningrat dalam bukunya 
“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan 
Managemen” adalah sebagai berikut : 
Efektivitas adalah pengukuran 
dalam arti tercapainya sasaran 
atau tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya. Jelasnya 
bila sasaran atau tujuan telah 
tercapai sesuai yang telah 
direncanakan sebelumnya adalah 
efektif. Jadi tujuan atu sasaran 
itu tidak selesai sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan, 
pekerjaan itu tidak efektif.  
( 2002 : 157) 
 
Sedangkan pengertian 
efektivitas kerja menurut Sondang P. 
Siagian dalam bukunya “Organisasi 
Kepemimpinan dan Perilaku 
Administrasi”, menyatakan sebagai 
berikut : 
Secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa efektivitas 
kerja berarti penyelesaian 
pekerjaan tepat pada waktu yang 
telah ditentukan/ditetapkan. 
Artinya apakah pelaksanaan 
sesuatu tugas dinilai baik atau 
tidak sangat tergantung pada 
bilamana tugas itu diselesaikan, 
dan tidak terutama menjawab 
pertanyaan bagaimana cara 
melaksanakannya dan berapa 
biaya yang dikeluarkan untuk 
itu.                 ( 2002 : 151) 
 
Berkaitan dengan istilah 
pengelolaan dalam Kamus Umum 
Bahasa  Indonesia berasal dari kata “ 
kelola  “  (1982 : 726) yang bermakna 
kemampuan untuk menjalankan 
aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau petugas  dalam 
suatu bidang atau kebutuhan tertentu 
untuk kepentingan suatu organisasi. 
Mengenai pengertian kearsipan, 
dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan Pasal 1 dijelaskan 
sebagai berikut : “ Kearsipan adalah hal-
hal yang berkenaan dengan arsip.”  
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Dalam Undang-Undang tersebut, 
masih pada pasal yang sama  dijelaskan 
pula pengertian arsip sebagai berikut :  
 Arsip  adalah rekaman kegiatan 
atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga 
negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, 
organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan 
perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.  
 
Dengan demikian pengelolaan 
kearsipan dapat diberikan pengertian 
sebagai kemampuan untuk menjalankan 
aktivitas atau kegiatan dalam bidang tata 
kelola  arsip  .  Efektivitas pengelolaan 
kearsipan dapat disimpulkan  sebagai 
kemampuan menjalankan aktivitas atau 
kegiatan dalam bidang tata kelola arsip  
secara efektif guna kepentingan organisasi  
sehingga mencapai tujuannya 
Selanjutnya berkaitan dengan 
pengukuran  efektivitas  , penulis 
mengutip pendapat Ibrahim Lubis dalam 
bukunya “ Pengendalian dan Pengawasan 
Proyek Dalam Manajemen “ 
mengemukakan sebagai berikut : 
Manajemen yang baik tersimpul 
dari pengertian efisiensi dan 
efektivitas yang berarti bahwa 
segala sesuatu dilaksanakan 
dengan berdaya guna  yang berarti 
tepat , cepat , hemat dan selamat  
1. Tepat , artinya apa yang 
dikehendaki tercapai , kena 
sasaran ,     memenuhi target  
dan apa yang dicita-citakan 
menjadi realistis 
2.  Cepat , artinya sebelum waktu 
yang telah ditetapkan , 
pekerjaan tersebut dapat 
diselesaikan atau sesuai 
dengan waktu yang yang 
ditetapkan , pekerjaan dapat 
diselesaikan  
3.  Hemat , artinya tanpa 
terjadinya pemborosan dalam 
bidang apapun  dalam 
pelaksanaan pekerjaan untuk 
mencapai tujuan tersebut 
4.  Selamat , artinya tanpa 
mengalami hambatan-
hambatan yang dapat 
menyebabkan kegagalan 
sebagian atau seluruh usaha 
pencapaian tujuan tertentu 
        ( 1995 : 33 ). 
 
 Hubungan Pengawasan  Dengan 
Efektivitas  
Efektivitas organisasi hanya 
dapat dicapai apabila proses 
manajemen dapat berjalan dengan baik 
dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. Salah satu hal yang paling 
penting untuk itu adalah pelaksanaan 
pengawasan yang dilakukan untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan-
penyimpangan, bukan untuk mencari-
cari kesalahan bawahan. 
Dalam rangka mencapai 
efektivitas  pelaksanaan pengawasan 
mutlak harus dijalankan , agar tujuan / 
sasaran yang telah ditetapkan tercapai.  
Seperti telah dikemukakan, bahwa 
tujuan pengawasan pada dasarnya untuk  
menjaga dan melakukan pengamatan 
tehadap hasil kerja  atau pelaksanaan 
pekerjaan apakah sesuai dengan sasaran 
dan melakukan perbaikan-perbaikan atau 
melaksanakan tindakan korektif terhadap 
penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi.  
Keberhasilan pengawasan pada 
dasarnya sangat ditentukan oleh 
kemampuan seorang pimpinan organisasi 
dalam menerapkan teknik-teknik 
pengawasan.  
Sedangkan yang dimaksud 
dengan efektivitas adalah penyelesaian 
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pekerjaan tepat pada waktu yang telah 
ditentukan/ditetapkan Untuk dapat 
mencapai tujuan dalam rangka 
pencapaian efektivitas, maka 
diperlukan suatu tindakan yang berupa  
pengawasan  dari pimpinan. Tindakan 
pengawasan tersebut yaitu dengan 
melaksanakan teknik-teknik 
pengawasan. Dengan demikian , 
apabila hal itu dapat dilaksanakan 
maka   pada akhirnya akan 
berpengaruh terhadap pencapaian 
efektivitas. 
Begitu pula halnya dalam 
pelaksanaan pengawasan terhadap 
pengelolaan kearsipan, maka hal itu 
akan tercapai secara efektif apabila 
pelaksanaan pengawasan dilakukan 
oleh pimpinan organisasi, dengan 
menerapkan teknik-teknik 
pengawasan. 
Dari uraian di atas , dapat 
disimpulkan antara pengawasan  
dengan efektivitas pengelolaan 
kearsipan terdapat benang merah , 
dengan kata lain pelaksanaan 
pengawasan memiliki hubungan yang 
erat dengan pencapaian efektivitas 
pengelolaan kearsipan . Pengawasan 
memilki pengaruh yang cukup besar  
terhadap  pencapaian efektivitas 
pengelolaan kearsipan. 
 




1. Untuk mengetahui pelaksanaan 
pengawasan oleh Sekretaris  dalam 
upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan kearsipan pada Sekretariat 
Dinas KUKM, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan 
yang dihadapi oleh Sekretaris  dalam 
upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan kearsipan pada Sekretariat 
Dinas KUKM, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang 
dilakukan oleh Sekretaris  untuk 
mencapai efektivitas pengelolaan 
kearsipan pada Sekretariat Dinas 
KUKM, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
Manfaat 
 Manfaat Secara  Teoritis 
1. Untuk melengkapi konsep-konsep 
pengawasan , khususnya 
pengawasan oleh Sekretaris yang 
merupakan bagian penting dari 
pelaksanaan fungsi administrasi 
dan manajemen dari suatu 
organisasi 
2. Memberikan sumbangan 
pemikiran ke arah pengembangan 
Ilmu Administrasi dan 
Manajemen , khususnya fungsi 
pengawasan yang dilaksanakan 
oleh setiap pimpinan 
 Manfaat Secara  Praktis 
1. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai bahan masukan bagi 
Sekretaris Dinas KUKM, 
Perindustrian dan Perdagangan , 
dalam mengatasi hambatan-
hambatan pelaksanaan 
pengawasan dalam upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan 
kearsipan pada Sekretariat Dinas 
KUKM, Perindustrian Dan 
Perdagangan  Kabupaten 
Majalengka 
2. Bagi pihak-pihak yang terkait , 
yaitu : pihak akademisi dan pihak 
peneliti  lainnya , dapat menjadi 
bahan masukan untuk mengkaji 
lebih lanjut tentang faktor-faktor 
lainnya yang mempengaruhi 




Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif  analisis yaitu 
metode penelitian yang menggambarkan 
secara sistematis pelaksanaan pengawasan  
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oleh Sekretaris  dalam upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan kearsipan pada 
Sekretariat Dinas KUKM, Perindustrian 
Dan Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
Tahapan Penelitian 
1. Tahap persiapan, dengan kegiatan : 
a. Penjajagan lokasi penelitian 
b. Pengajuan judul 
c. Studi kepustakaan 
d. Penyusunan ransangan peneitilan 
e. Seminar rancangan penelitian 
2. Tahap pelaksanaan penelitian, dengan 
kegiatan : 
a. Observasi  
b. Wawancara 
c. Penyebaran angket 
3. Tahap pengelolaan data, dengan 
kegiatan : 
a. Pengumpulan data 
b. Seleksi dan penilaian data 
c. Tabulasi dan pengolahan data 
d. Analisis data 
4. Tahap penyusunan laporan, dengan 
kegiatan : 
a. Penulisan penelitian 
b. Bimbingan 
c. Seminar Draf penelitian 
Lokasi Penelitian 
Lokasi yang menjadi sasaran 
penelitian adalah Sekretrait  Dinas 
KUKM, Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka 
Pihak Yang Terlibat 
Populasi menurut Sugiyono dalam 
bukunya “Metode Penelitian  
Administrasi” adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri dari obyek / subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 
ini sebanyak 84  orang , yaitu seluruh 
pegawai  pada Dinas KUKM, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka .  
Mengenai  teknik pengambilan 
sampel, penulis menggunakan metode 
purposive sampling , yaitu sebagian dari  
populasi dijadikan sampel dalam 
penelitian ini sesuai dengan kebutuhan 
penelitian,  yaitu sebanyak 18 orang 
responden , yaitu hanya pegawai yang 
ditugaskan pada Sekretariat Dinas 
KUKM, Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majakengka, yang banyak 
terlibat dalam pengelolaan kearsipan.  
Jenis Data dan Informasi 
 
Teknik Pengumpulan Data 
1. Studi Kepustakaan, yaitu 
mengumpulkan dan mempelajari 
bahan-bahan tertulis dengan tujuan 
untuk memahami konsep-konsep yang 
berkaitan dengan sasaran penelitian. 
2. Studi Lapangan, meliputi : 
a. Observasi , yaitu mengadakan 
pengamatan langsung terhadap 
obyek penelitian tanpa melibatkan 
diri kepada kegiatan yang sedang 
berlangsung dengan maksud 
untuk mengetahui selengkap 
mungkin mengenai permasalahan 
yang terdapat dalam obyek 
penelitian. 
b. Wawancara , yaitu teknik 
pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang terpadu secara 
langsung kepada Sekretaris Dinas 
KUKM, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten 
Majalengka 
c. Angket, yaitu teknik 
pengumpulan data dengan cara 
menyebarkan daftar pertanyaan 
yang telah dipersiapkan 
sebelumnya kepada responden. 
Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kualitatif dengan 
persentase, dimulai dari seleksi angket, 
klasifikasi angket kemudian ditabulasikan 
dan diinterpretasikan. 
Teknik deskriptif kualitatif yang 
digunakan dalam penelitian ini 
berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto 
dalam bukunya “Prosedur Suatu 
Penelitian Pendekatan Praktik” dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
p = f  x 100 % 
      n 
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Keterangan : 
p  =  persentase jumlah 
responden yang memberi jawaban 
f   =  frekuensi 
responden yang memberikan jawaban 
n  =  jumlah responden 
(2010 : 254) 
Adapun kriteria pengukuran yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 




76 %  – 100 % 
56 %  – 75 % 
40 %  – 55 % 





( 2010 : 246) 
 
PEMBAHASAN DAN HASIL 
PENELITIAN 
 
 Pelaksanaan Pengawasan Oleh 
Sekretaris Dalam Upaya Mencapai 
Efektivitas Pengelolaan Kearsipan  
Pada Sekretariat Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Majalengka  
Pengawasan sebagai salah satu 
fungsi manajemen bertujuan 
melakukan tindakan korektif terhadap 
penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi. Proses pengawasan adalah 
kegiatan seorang pimpinan dalam 
mengusahakan pekerjaan-pekerjaan 
agar sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya melalui 
kegiatan-kegiatan pemeriksaan, 
pengecekan, pencocokan, 
pengendalian, inspeksi maupun 
berbagai hal tindakan serupa untuk 
mencegah kemungkinan-kemungkinan 
terjadinya penyimpangan atau 
penyelewengan.  
Dalam pelaksanaan 
pengawasan tidak berarti pimpinan 
mencari-cari kesalahan bawahannya, 
akan tetapi pimpinan memberikan 
koreksi, perbaikan  maupun 
pengarahan terhadap pelaksanaan tugas 
bawahan untuk mencapai hasil-hasil 
yang telah ditetapkan. 
Untuk membahas tentang 
pelaksanaan pengawasan oleh Sekretaris  
dalam upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan kearsipan   , maka penulis 
menyebarkan angket atau daftar 
pertanyaan kepada  18 orang responden.  . 
Adapun teknik pengambilan sampel, 
penulis menggunakan teknik purposive 
sampling  , yaitu pengambilan sampel 
dalam penelitian ini sesuai dengan 
kebutuhan penelitian.  
Dalam penelitian ini, penulis 
menyebarkan angket yang isinya 
menyangkut tentang pelaksanaan 
pengawasan oleh Sekretaris yang 
didasarkan di teknik-teknik 
pengawasan sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Sarwoto dalam 
bukunya “Dasar-Dasar Organisasi Dan 
Manajemen”, mengemukakan teknik-
teknik pengawasan sebagai berikut : 
1. Pengawasan Langsung, dengan 
indikator : 
a. Inspeksi Langsung 
(1) Rutinitas 
(2) Inspeksi mendadak (Sidak) 
b. Observasi di tempat  ( On the spot 
observation ) 
(1) Pengamatan dan pemeriksaan 
(2) Pemberian petunjuk kerja 
c. Laporan di tempat ( On the spot 
report ) 
(1) Laporan hasil pekerjaan 
(2) Pengecekan laporan 
(3) Pemberian petunjuk 
(4) Pemberian pengarahan 
 
2. Pengawasan Tidak Langsung, dengan 
indikator : 
a. Laporan Tertulis 
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(1) Pelaporan secara tertulis 
(2) Pengecekan isi laporan 
(3) Pemberian petunjuk 
b. Laporan Lisan 
(1) Pelaporan secara lisan 
(2) Pengecekan isi laporan 
(3) Pemberian petunjuk 
Di bawah ini penulis akan 
menguraikan satu persatu mengenai 
penerapan setiap teknik pengawasan oleh 
Sekretaris dalam pelaksanaan 
pengawasannya : 
1. Pengawasan langsung 
Untuk mengetahui mengenai 
penerapan teknik pengawasan langsung 
oleh Direktur dalam pelaksanaan 
pengawasannya, maka penulis melakukan 
penelitian terhadap tiga sub variabel 
teknik pengawasan langsung, yaitu 
sebagai berikut : 
a. Inspeksi Langsung  
Inspeksi langsung dilakukan oleh 
seorang pimpinan dengan cara mendatangi 
bawahannya yang sedang bekerja sebagai 
upaya shock therapy dari seorang atasan 
yang menghendaki bawahannya bekerja 
sesuai tujuan yang dikehendaki dan 
rencana yang sudah ditetapkan 
sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan 
untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan dalam 
pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan. 
Melalui inspeksi langsung ini diharapkan 
setiap hari pegawai akan selalu berusaha 
untuk menjalankan tugas dan fungsinya 
secara maksimal. 
Guna mengetahui lebih jauh 
tentang upaya Sekretaris  dalam 
melakukan inspeksi langsung, maka 
penulis akan menyajikan tanggapan 
responden mengenai pengawasan 
langsung oleh Sekretaris dengan cara 
inspeksi langsung pada tabel berikut : 
Tabel  5.1 : 
Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan 
Langsung oleh Sekretaris melalui Inspeksi Langsung 












f % f % f % f % 
1 Rutinitas  12 67 5 28 1 5 18 100 
2 Inspeksi Mendadak 
(Sidak) 
13 72 4 23 1 5 18 100 
Sumber : Hasil penelitian Tahun 2014
Berdasarkan tanggapan 
responden di tabel tersebut di atas, 
dapat diketahui tentang upaya 
Sekretaris dalam penerapan teknik 
pengawasan langsung melalui inspeksi 
langsung, yaitu sebagai berikut : 
(1) Rutinitas  
Sebanyak 12 responden (67 %) 
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
pengawasan langsung, Sekretaris selalu 
berusaha melaksanakan inspeksi 
langsung yang bersifat rutinitas, 
sedangkan   5 responden ( 28 % ) 
menyatakan bahwa Sekretaris kadang-
kadang berusaha melaksanakan 
inspeksi langsung yang bersifat 
rutinitas, dan sisanya sebanyak 1 
responden (5 %) menyatakan bahwa 
Sekretaris tidak berusaha 
melaksanakan inspeksi langsung yang 
bersifat rutinitas. 
CENDEKIA 
Jurnal Ilmu Administrasi Negara 
 
Volume X No. 1 Januari - Juni 2017 
Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (PUSAKA)  
FISIP – Universitas Majalengka 
17 
ISSN  1907-6711 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pengawasannya 
Sekretaris masih kurang berusaha 
melakukan pengawasan langsung melalui 
inspeksi langsung yang bersifat rutinitas. 
Hal tersebut tentunya akan menghambat 
upaya pencapaian efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan  bahwa 
upaya pelaksanaan pengawasan langsung 
selalu dilaksanakan dalam upaya 
meminimalisir penyimpangan dan 
kesalahan dalam pengelolaan kearsipan.  
Akan tetapi karena keterbatasan waktu, 
maka pengawasan langsung melalui 
inspeksi langsung yang bersifat rutinitas 
tidak dapat dilakukan secara terus 
menerus. 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan pengawasan 
langsung oleh Sekretaris ,melalui kegiatan 
inspeksi langsung yang bersifat rutinitas 
belum  dilaksanakan secara optimal. Hal 
tersebut dapat menyebabkan terjadinya 
penyimpangan dan menghambat upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan .. 
(2) Inspeksi Mendadak (Sidak) 
Sebanyak 13 responden ( 72 % 
)  menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan langsung, 
Sekretaris selalu berusaha melakukan 
inspeksi mendadak, sedangkan 4 
responden ( 23 % ) menyatakan bahwa 
Sekretaris kadang-kadang berusaha 
melakukan inspeksi mendadak, dan 
sisanya 1 responden ( 5 % ) 
menyatakan bahwa Sekretaris tidak 
berusaha melakukan inspeksi 
mendadak. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Sekretaris masih kurang berusaha 
melakukan inspeksi mendadak (Sidak).  
Melalui wawancara dengan  
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pelaksanaan pengawasan langsung 
yang bersifat inspeksi mendadak selalu 
dilaksanakan dalam upaya memperbaiki 
penyimpangan oleh pengelola kearsipan. 
Namun demikian, karena keterbatasan 
waktu maka inspeksi mendadak tidak 
dapat dilakukan secara kontinyu. 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan pengawasan 
langsung oleh Sekretaris yang bersifat 
inspeksi mendadak belum dilaksanakan 
secara berkesinambungan. Hal tersebut 
berpotensi menimbulkan penyimpangan 
dan menghambat upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan . 
 
b. Observasi di tempat ( On the 
spot observation )  
Observasi di tempat sangat efektif 
sebagai upaya mencegah penyimpangan 
yang mungkin dilakukan oleh bawahan. 
Melalui observasi di tempat seorang 
pimpinan akan mengetahui secara 
langsung hal-hal yang tidak sesuai dengan 
tujuan dan membantu pimpinan dalam 
pengambilan keputusan berikutnya dalam 
upaya mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan . 
Untuk mengetahui tentang usaha 
Sekretaris dalam melakukan observasi 
ditempat, maka penulis akan menyajikan 
tanggapan responden mengenai hal 
tersebut di tabel berikut : 
Tabel  5.2 : 
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Pengawasan 
Langsung oleh Sekretaris Melalui Observasi Di Tempat 
( n=18 )  
No Indikator Kriteria Jawaban Jumlah 
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f % f % f % f % 
1 Pengamatan dan 
pemeriksaan 
11 61 5 28 2 11 18 100 
2 Pemberian petunjuk 
kerja 
12 67 5 28 1 5 18 100 
Sumber : Hasil penelitian Tahun 2014
 
Berdasarkan tanggapan 
responden di tabel tersebut di atas, 
dapat diketahui tentang upaya 
Sekretaris dalam penerapan teknik 
pengawasan langsung melalui 
observasi di tempat, yaitu sebagai 
berikut : 
(1) Pengamatan dan pemeriksaan 
Sebanyak 11 responden ( 61 % 
) menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui observasi di tempat, Sekretaris 
selalu berusaha melakukan 
pengamatan dan pemeriksaan, 
sedangkan 5 responden ( 28 % ) 
menyatakan bahwa Sekretaris kadang-
kadang berusaha melakukan 
pengamatan dan pemeriksaan, dan 
sisanya sebanyak 2 responden ( 11 % 
)menyatakan bahwa Sekretaris tidak 
berusaha melakukan pengamatan dan 
pemeriksaan. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pengawasannya 
Sekretaris masih kurang berusaha 
melakukan pengamatan dan pemeriksaan 
di saat observasi di tempat. Keadaan 
tersebut tentunya akan menghambat 
terhadap upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan  kearsipan  pada Sekretariat 
Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pelaksanaan pengamatan dan 
pemeriksaan di saat observasi di tempat 
selalu dilaksanakan agar segera dapat 
mengetahui penyimpangan yang terjadi. 
Namun karena banyaknya tugas yang 
harus dijalankan, maka pengawasan 
langsung melalui observasi di tempat 
dengan melakukan pengamatan dan 
pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara 
terus menerus. 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan pengawasan 
langsung melalui kegiatan observasi di 
tempat oleh Sekretaris dengan melakukan 
pengamatan dan pemeriksaan belum 
dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal 
tersebut dapat menyebabkan terjadinya 
penyimpangan dan menghambat upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan .. 
(2) Pemberian Petunjuk Kerja 
Sebanyak 12 responden ( 67 % 
) menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui observasi di tempat, Sekretaris 
selalu berusaha memberikan petunjuk 
kerja, sedangkan 5 responden ( 28 % 
)menyatakan bahwa Sekretaris kadang-
kadang berusaha memberikan petunjuk 
kerja, dan 1 responden       ( 5 % ) 
menyatakan bahwa Sekretaris tidak 
berusaha memberikan petunjuk kerja. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui observasi di tempat Sekretaris 
masih kurang berusaha memberikan 
petunjuk kerja.  
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Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui observasi di tempat dengan 
pemberian petunjuk kerja selalu 
dilaksanakan dalam upaya meminimalisir 
penyimpangan oleh pengelola kearsipan. 
Tetapi karena keterbatasan waktu,  maka 
pengawasan langsung melalui observasi di 
tempat dengan pemberian petunjuk kerja 
tidak dapat dilakukan secara 
berkelanjutan. 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan pengawasan 
langsung melalui kegiatan observasi di 
tempat oleh Sekretaris dengan pemberian 
petunjuk kerja belum dilakukan secara 
terus menerus. Hal tersebut dapat 
menyebabkan terjadinya penyimpangan 
dan kesalahan serta  menghambat upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan .. 
c. Laporan di tempat ( On the spot 
report ) 
Kegiatan pengawasan secara 
langsung melalui laporan di tempat 
merupakan kegiatan pimpinan dalam 
melihat secara langsung dan meminta 
laporan di tempat kegiatan sedang 
berlangsung, sehingga dapat diketahui 
secara langsung tentang pemahaman tugas 
para bawahannya. Kegiatan ini merupakan 
pengawasan dengan cara melihat kerja 
bawahan secara langsung, sehingga 
pimpinan dapat membuat suatu 
kebijaksanaan secara cepat di tempat 
kegiatan berlangsung dalam upaya 
meminimalisir terjadinya penyimpangan 
dalam pengelolaan  kearsipan  pada 
Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha Kecil 
Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
Untuk mengetahui tentang usaha-
usaha Sekretaris dalam melakukan 
pengawasan melalui teknik laporan di 
tempat, maka penulis sajikan tanggapan 
responden di tabel berikut : 
Tabel 5.3 : 
Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan 
Langsung oleh Sekretaris melalui Laporan di tempat 












f % f % f % f % 
1 Laporan hasil 
pekerjaan 
13 72 4 23 1 5 18 100 
2 Pengecekan laporan 12 67 5 28 1 5 18 100 
3 Pemberian petunjuk 12 67 5 28 1 5 18 100 
4 Pemberian 
pengarahan 
11 61 5 28 2 11 18 100 
Sumber : Hasil penelitian Tahun 2014 
Berdasarkan tanggapan 
responden yang tercantum  di tabel 
tersebut di atas, dapat diketahui tentang 
upaya Sekretaris dalam penerapan 
teknik pengawasan langsung melalui 
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laporan di tempat, yaitu sebagai berikut 
: 
(1) Laporan Hasil Pekerjaan 
Sebanyak 13 responden ( 72 % 
)  menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui laporan di tempat, Sekretaris 
selalu berusaha meminta laporan hasil 
pekerjaan, sedangkan    4 responden ( 
23 % )  menyatakan bahwa Sekretaris 
kadang-kadang berusaha meminta 
laporan hasil pekerjaan, dan sisanya 1 
responden ( 5% )  menyatakan bahwa 
Sekretaris tidak berusaha meminta 
laporan hasil pekerjaan. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui laporan di tempat Sekretaris 
kurang berusaha meminta laporan hasil 
pekerjaan. Keadaan tersebut akan 
menghambat terhadap upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  pada 
Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha Kecil 
Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui laporan di tempat dengan meminta 
laporan hasil pekerjaan selalu 
dilaksanakan agar penyimpangan yang 
terjadi segera dapat diketahui.  
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan pengawasan 
langsung melalui laporan di tempat oleh 
Sekretaris dengan meminta laporan hasil 
pekerjaan belum dilakukan secara terus 
menerus. Hal tersebut dapat menimbulkan 
terjadinya penyimpangan dan mendukung 
upaya mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan . 
(2) Pengecekan Laporan 
Sebanyak 12 responden ( 67 % 
) menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui laporan di tempat, Sekretaris 
selalu berusaha melakukan pengecekan 
laporan, sedangkan 5 responden (28 %) 
menyatakan bahwa Sekretaris kadang-
kadang berusaha melakukan 
pengecekan laporan, dan 1 responden ( 
5 % )   menyatakan bahwa Sekretaris 
tidak berusaha melakukan pengecekan 
laporan. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui laporan di tempat, Sekretaris 
masih kurang berusaha melakukan 
pengecekan laporan. Hal ini tentunya akan 
berpengaruh terhadap upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  pada 
Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha Kecil 
Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka.  
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pengawasan langsung melalui 
laporan di tempat dengan pengecekan 
laporan selalu dilaksanakan dalam upaya 
meminimalisir penyimpangan oleh 
pengelola kearsipan. Namun demikian, 
karena banyaknya tugas yang harus 
dijalankan oleh Sekretaris,  maka 
pengawasan langsung melalui laporan di 
tempat dengan pengecekan laporan tidak 
dapat dilakukan secara terus menerus. 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan pengawasan 
langsung melalui laporan di tempat oleh 
Sekretaris dengan pengecekan laporan 
belum dilakukan secara terus menerus. 
Hal tersebut tentunya akan menghambat 
upaya mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan . 
(3) Pemberian Petunjuk 
Sebanyak 12  responden ( 67 % )  
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
pengawasan langsung melalui laporan di 
tempat, Sekretaris selalu berusaha 
melakukan pemberian petunjuk, 
sedangkan 5  responden ( 28 % ) 
menyatakan bahwa Sekretaris kadang-
kadang berusaha melakukan pemberian 
petunjuk, dan sisanya 1responden ( 5 % ) 
menyatakan bahwa Sekretaris tidak 
berusaha melakukan pemberian petunjuk. 
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Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui laporan di tempat Sekretaris sudah 
berusaha melakukan pemberian 
petunjuk.walaupun belum optimal.Hal ini 
tentunya akan berpengaruh terhadap 
upaya mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka.  
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pengawasan langsung melalui 
laporan di tempat dengan pemberian 
petunjuk selalu dilaksanakan dalam upaya 
meningkatkan pemahaman pengelola 
kearsipan mengenai pelaksanaan 
tugasnya. Akan tetapi, masih ada 
pengelola persampahan dan kebersihan 
yang belum memahami tugasnya karena 
perbedaan tingkat pemahamanan 
pengelola kearsipan. 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan pengawasan 
langsung melalui laporan di tempat oleh 
Sekretaris dengan pemberian petunjuk 
belum dilakukan secara terus menerus. 
Hal tersebut tentunya akan menghambat 
upaya mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan .. 
(4) Pemberian Pengarahan 
Sebanyak 11 respondenn ( 61 
% )  menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui laporan di tempat, Sekretaris 
selalu berusaha melakukan pemberian 
pengarahan, sedangkan 5 responden ( 
28 % ) menyatakan bahwa Sekretaris 
kadang-kadang berusaha melakukan 
pemberian pengarahan, dan 2 
responden ( 11 % ) menyatakan bahwa 
Sekretaris tidak berusaha melakukan 
pemberian pengarahan. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pengawasan langsung 
melalui laporan di tempat Sekretaris sudah 
berusaha melakukan pemberian 
pengarahan walaupun belum optimal . Hal 
tersebut tentunya akan menghambat upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka.  
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pengawasan langsung melalui 
laporan di tempat dengan pemberian 
pengarahan selalu dilaksanakan dalam 
upaya meningkatkan pemahaman 
pengelola persampahan dan kebersihan 
mengenai pelaksanaan tugasnya.  
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata Sekretaris belum 
sepenuhnya melaksanakan pengawasan 
langsung melalui laporan di tempat 
dengan pemberian pengarahan. Hal 
tersebut tentunya dapat menghambat 
upaya mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan .. 
Berdasarkan uraian-uraian 
mengenai ke tiga sub variabel dari teknik 
pengawasan langsung, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa  dalam pelaksanaan 
pengawasan ternyata Sekretaris belum 
sepenuhnya menerapkan teknik 
pengawasan langsung, hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan nilai rata-rata 
penerapan teknik tersebut yaitu sebesar 
66,75 %, sehingga secara keseluruhan 
baru mencapai predikat “Cukup ”. 
 
2. Pengawasan tidak langsung 
a. Laporan Tertulis 
Teknik pengawasan tidak 
langsung adalah proses pengawasan 
seorang pimpinan dari jarak jauh melalui 
bentuk laporan yang disampaikan oleh 
bawahannya. Pelaksanaan pengawasan 
merupakan tanggungjawab dari seorang 
pimpinan dalam upaya mencegah 
penyimpangan dengan cara meminta 
laporan baik dalam bentuk tulisan maupun 
dalam bentuk lisan untuk melihat usaha-
usaha yang dilaksanakan oleh 
bawahannya.  
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Untuk mengetahui sampai 
sejauhmana Sekretaris menerapkan teknik 
pengawasan tidak langsung, maka penulis 
melakukan penelitian yang hasilnya tersaji 
dalam tabel berikut : 
Tabel 5.4 : 
Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan 
Tidak Langsung oleh Sekretaris melalui Laporan Tertulis 












f % f % f % f % 
1 Pelaporan secara 
tertulis 
11 61 5 28 2 11 18 100 
2 Pengecekan isi 
laporan 
12 67 5 28 1 5 18 100 
3 Pemberian petunjuk 12 67 5 28 1 5 18 100 
Sumber : Hasil penelitian Tahun 2014
 
Berdasarkan tanggapan 
responden di tabel tersebut di atas, 
dapat diketahui tentang upaya 
Sekretaris dalam penerapan teknik 
pengawasan tidak langsung melalui 
laporan tertulis, yaitu sebagai berikut : 
(1) Pelaporan Hasil Pekerjaan 
Sebanyak 11 responden (61 %)  
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
pengawasan tidak langsung melalui 
laporan tertulis, Sekretaris selalu 
berusaha meminta pelaporan hasil 
pekerjaan, sedangkan 5 responden ( 28 
% )  menyatakan bahwa Sekretaris 
kadang-kadang berusaha meminta 
pelaporan hasil pekerjaan, dan sisanya 
2 responden ( 11 % ) menyatakan 
bahwa Sekretaris tidak berusaha 
meminta pelaporan hasil pekerjaan. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pengawasan tidak 
langsung melalui laporan tertulis 
Sekretaris kurang berusaha meminta 
pelaporan hasil pekerjaan. Keadaan 
tersebut tentunya akan menghambat 
terhadap upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan  kearsipan . pada Sekretariat 
Dinas KUKM, Perindustrian dan 
Perdagangan  Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pelaksanaan pengawasan tidak 
langsung melalui laporan tertulis dengan 
meminta pelaporan hasil pekerjaan selalu 
dilaksanakan agar dapat mengetahui 
penyimpangan yang terjadi dengan segera.  
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan pengawasan 
tidak langsung melalui laporan tertulis 
oleh Sekretaris dengan meninta pelaporan 
hasil pekerjaan belum dilakukan secara 
terus menerus. Hal tersebut dapat 
menimbulkan terjadinya penyimpangan 
dan tentunya akan menghambat upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
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(2) Pengecekan Isi Laporan  
Sebanyak 12 responden ( 67 % 
)  menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan tidak 
langsung melalui laporan tertulis, 
Sekretaris selalu berusaha melakukan 
pengecekan isi laporan, sedangkan  5 
responden ( 28 % ) menyatakan bahwa 
Sekretaris kadang-kadang berusaha 
melakukan pengecekan isi laporan, dan 
sisanya 1 responden ( 5 % ) 
menyatakan bahwa Sekretaris tidak 
berusaha melakukan pengecekan isi 
laporan. 
Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 
pengawasan tidak langsung melalui 
laporan tertulis Sekretaris masih 
kurang berusaha melakukan 
pengecekan isi laporan. Keadaan 
tersebut tentunya akan menghambat 
terhadap upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan  kearsipan .pada 
Sekretariat Dinas KUKM, 
Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan 
bahwa upaya pelaksanaan pengawasan 
tidak langsung melalui laporan tertulis 
dengan melakukan pengecekan isi 
laporan selalu dilaksanakan agar 
dengan segera dapat mengetahui 
penyimpangan yang terjadi. Akan 
tetapi, karena banyak laporan yang 
masuk maka pengecekan isi laporan 
tidak dapat dilaksanakan secara 
menyeluruh.  
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan 
pengawasan tidak langsung oleh 
Sekretaris ,melalui laporan tertulis 
dengan melakukan pengecekan isi 
laporan belum dilakukan secara terus 
menerus. Hal tersebut dapat 
menimbulkan terjadinya 
penyimpangan dan tentunya akan 
menghambat upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  
pada Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
(3) Pemberian Petunjuk 
Sebanyak 12 responden ( 67 % 
)  menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan tidak 
langsung melalui laporan tertulis, 
Sekretaris selalu berusaha melakukan 
pemberian petunjuk, sedangkan 5 
responden ( 28 %) menyatakan bahwa 
Sekretaris kadang-kadang berusaha 
melakukan pemberian petunjuk, dan 
sisanya 1 responden ( 5 % ) 
menyatakan bahwa Sekretaris tidak 
berusaha melakukan pemberian 
petunjuk. 
Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 
pengawasannya Sekretaris masih 
kurang berusaha melaksanakan 
pengawasan tidak langsung melalui 
laporan tertulis dengan melakukan 
pemberian petunjuk. Keadaan tersebut 
tentunya akan menghambat terhadap 
upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan  kearsipan .adDinas 
KUKM, Perindustrian dan 
Perdagangan  Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan 
bahwa upaya pelaksanaan pengawasan 
tidak langsung melalui laporan tertulis 
dengan melakukan pemberian petunjuk 
selalu dilaksanakan agar perangkat 
desa dalam pengelolaan  kearsipan  
dapat memperbaiki kesalahan yang 
terjadi. Akan tetapi, karena banyak 
laporan yang masuk maka pemberian 
petunjuk tidak dapat dilaksanakan 
secara terus menerus.  
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan 
pengawasan tidak langsung oleh 
Sekretaris ,melalui laporan tertulis 
dengan melakukan pemberian petunjuk 
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belum dilakukan secara terus menerus. 
Hal tersebut dapat menimbulkan 
terjadinya penyimpangan dan tentunya 
akan menghambat upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan 
.pada Sekretariat Dinas KUKM, 
Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka.. 
b. Laporan Lisan 
Pelaksanaan pengawasan tidak 
langsung oleh pimpinan kepada  
bawahannya melalui laporan lisan 
mempunyai kelemahan karena rawan 
manipulasi data, sehingga data yang 
disampaikan kurang akurat. Oleh sebab 
itu, pelaksanaan laporan lisan kurang 
efektif dalam meminimalisir terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan atau 
kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan 
tugas oleh bawahannya. Rendahnya 
akurasi data akan menghambat proses 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan .. 
Untuk mengetahui tentang usaha 
Sekretaris dalam melaksanakan 
pengawasan dengan meminta laporan 
secara lisan, dapat dilihat dari tanggapan 
responden yang penulis sajikan di tabel 
berikut : 
TABEL 5.5 : 
Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan 
Tidak Langsung oleh Sekretaris melalui Laporan Lisan 












f % f % f % f % 
1 Pelaporan secara 
lisan 
13 72 4 23 1 5 18 100 
2 Pengecekan isi 
laporan 
12 67 5 28 1 5 18 100 
3 Pemberian petunjuk 11 61 5 28 2 11 18 100 
Sumber : Hasil penelitian Tahun 2014
 
Berdasarkan tanggapan 
responden di tabel tersebut di atas, 
dapat diketahui tentang upaya 
Sekretaris dalam penerapan teknik 
pengawasan tidak langsung melalui 
laporan tertulis, yaitu sebagai berikut : 
(1) Pelaporan Secara Lisan 
Sebanyak 13 responden ( 72 % 
)  menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan tidak 
langsung melalui laporan lisan, 
Sekretaris selalu berusaha meminta 
pelaporan secara lisan, sedangkan 4 
responden ( 23 % )  menyatakan bahwa 
Sekretaris kadang-kadang berusaha 
meminta pelaporan secara lisan, dan 1 
responden ( 5 % ) menyatakan bahwa 
Sekretaris tidak berusaha meminta 
pelaporan secara lisan. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Sekretaris kurang berusaha melaksanakan 
pengawasan tidak langsung melalui 
laporan lisan dengan meminta pelaporan 
secara lisan. Keadaan tersebut tentunya 
akan menghambat  upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  pada 
Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha Kecil 
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Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pelaksanaan pengawasan tidak 
langsung melalui laporan lisan dengan 
meminta pelaporan secara lisan selalu 
dilaksanakan agar dengan segera dapat 
mengetahui penyimpangan yang terjadi.  
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan pengawasan 
tidak langsung oleh Sekretaris ,melalui 
laporan lisan dengan meminta pelaporan 
secara lisan belum dilakukan secara terus 
menerus. Hal tersebut dapat menimbulkan  
terjadinya penyimpangan dan tentunya 
menghambat  upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan  kearsipan  pada Sekretariat 
Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka. 
 
(2) Pengecekan Isi Laporan  
Sebanyak 12 responden ( 67 % 
)  menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan tidak 
langsung melalui laporan lisan, 
Sekretaris selalu berusaha melakukan 
pengecekan isi laporan, sedangkan   5 
responden ( 28 % ) menyatakan bahwa 
Sekretaris kadang-kadang berusaha 
melakukan pengecekan isi laporan, dan 
sisanya  1 responden ( 5 % ) 
menyatakan bahwa Sekretaris tidak 
berusaha melakukan pengecekan isi 
laporan. 
Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 
pengawasan tidak langsung melalui 
laporan lisan Sekretaris masih kurang 
berusaha melakukan pengecekan isi 
laporan. Keadaan tersebut tentunya 
akan menghambat terhadap upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan 
bahwa upaya pelaksanaan pengawasan 
tidak langsung melalui laporan lisan 
dengan melakukan pengecekan isi 
laporan selalu dilaksanakan agar 
dengan segera dapat mengetahui 
penyimpangan yang terjadi. Akan 
tetapi, karena banyak laporan yang 
masuk maka pengecekan isi laporan 
tidak dapat dilaksanakan secara 
menyeluruh. Hal tersebut tentunya 
akan berpengaruh terhadap efektivitas 
pengelolaan  kearsipan  pada 
Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan 
pengawasan tidak langsung oleh 
Sekretaris ,melalui laporan lisan 
dengan melakukan pengecekan isi 
laporan tidak dilakukan secara terus 
menerus. Hal tersebut dapat 
menimbulkan terjadinya 
penyimpangan dan tentunya akan 
menghambat upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  
pada Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
(3) Pemberian Petunjuk 
Sebanyak 11 responden ( 61 % 
)  menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan tidak 
langsung melalui laporan lisan, 
Sekretaris selalu berusaha melakukan 
pemberian petunjuk, sedangkan  5 
responden ( 28 % ) menyatakan bahwa 
Sekretaris kadang-kadang berusaha 
melakukan pemberian petunjuk, dan 
sisanya 2 responden  ( 11 % )  
menyatakan bahwa Sekretaris tidak 
berusaha melakukan pemberian 
petunjuk. 
Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 
pengawasan tidak langsung melalui 
CENDEKIA 
Jurnal Ilmu Administrasi Negara 
 
Volume X No. 1 Januari - Juni 2017 
Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (PUSAKA)  
FISIP – Universitas Majalengka 
26 
ISSN  1907-6711 
laporan lisan Sekretaris masih kurang 
berusaha melakukan pemberian 
petunjuk. Keadaan tersebut tentunya 
akan menghambat terhadap upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan 
bahwa upaya pelaksanaan pengawasan 
tidak langsung melalui laporan lisan 
dengan melakukan pemberian petunjuk 
selalu dilaksanakan agar pengelola 
persampahan dan kebersihan dapat 
memperbaiki penyimpangan yang 
terjadi. Akan tetapi, karena banyak 
laporan yang masuk maka pemberian 
petunjuk tidak dapat dilaksanakan 
secara terus menerus. Hal tersebut 
tentunya akan berpengaruh terhadap 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  
pada Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pelaksanaan 
pengawasan tidak langsung oleh 
Sekretaris ,melalui laporan lisan 
dengan melakukan pemberian petunjuk 
belum dilakukan secara terus menerus. 
Hal tersebut berpotensi menimbulkan 
terjadinya penyimpangan dan tentunya 
akan menghambat upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  
pada Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
Berdasarkan uraian-uraian 
mengenai dua sub variabel dari teknik 
pengawasan tidak langsung di atas, 
penulis dapat menarik suatu kesimpulan 
bahwa dalam pelaksanaan pengawasannya 
Sekretaris masih kurang berusaha untuk 
menerapkan teknik pengawasan tidak 
langung. Hal tersebut dapat dibuktikan 
dari nilai rata-rata penerapan teknik 
pengawasan tidak langsung, yaitu sebesar 
65,80 %, sehingga secara keseluruhan  
baru mencapai predikat “Cukup ” 
Berdasarkan hasil angket yang 
penulis sebarkan tentang pelaksanaan 
pengawasan oleh Sekretaris didasarkan di 
teknik-teknik pengawasan dalam upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka, dapat diketahui 
rekapitulasi nilai tertinggi dalam 
penerapan teknik-teknik pengawasan di 
tabel berikut ini : 
Tabel 5.6 : Rekapitulasi Nilai Tertinggi Penerapan Teknik-Teknik  Pengawasan 
Oleh Kepala Bidang 
                     















a. Inspeksi langsung 
(1) Rutinitas  
(2) Inspeksi Mendadak 
b. Observasi di tempat 
(1) Pengamatan dan Pemeriksaan 
(2) Pemberian Petunjuk Kerja 
c. Laporan di tempat 
(1) Laporan Hasil Pekerjaan 
(2) Pengecekan Laporan 
(3) Pemberian Petunjuk 
(4) Pemberian Pengarahan 
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No Indikator f % 
a. Laporan Tertulis 
(1) Pelaporan Secara Tertulis 
(2) Pengecekan Isi Laporan 
(3) Pemberian Petunjuk 
b. Laporan Lisan 
(1) Pelaporan Secara Lisan 
(2) Pengecekan Isi Laporan 

















 Jumlah  896 
Rata-rata       929 :14 = 66,30 % 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2014
 
Jika memperhatikan tabel tersebut 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pengawasannya 
ternyata Sekretaris belum sepenuhnya 
menerapkan teknik-teknik pengawasan 
dalam mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan .pada Sekretariat Dinas KUKM, 
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Majalengka . Dengan demikian 
Sekretaris masih perlu berusaha lagi 
dalam menerapkan teknik-teknik 
pengawasan. Hal ini didasarkan dari rata-
rata Rekapitulasi Nilai Tertinggi dalam 
penerapan teknik-teknik pengawasan oleh 
Sekretaris baru mencapai 66,30 % (Tabel 
4.6). 
Jika dikaitkan dengan standar 
penilaian menurut pendapat Arikunto , 
maka penerapan teknik-teknik 
pengawasan baru mencapai predikat “ 
Cukup “. 
Guna mengetahui secara 
keseluruhan penerapan teknik-teknik 
pengawasan tersebut berikut predikatnya 
adalah sebagai berikut : 
1. Pengawasan langsung  : 
66,75% (cukup ) 
2. Pengawasan tidak langsung : 
65,80 % (cukup ) 
Berdasarkan tabel 4.6 tersebut, 
maka dapat diketahui bahwa angka 
rata-rata nilai tertinggi baru mencapai 
66,30 %, sehingga apabila 
dihubungkan dengan standar 
prosentase baru mencapai predikat 
“Cukup”. Jadi berdasarkan hal 
tersebut, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa ternyata Sekretaris 
dalam pelaksanaan pengawasannya 
masih belum optimal  menerapkan 
teknik-teknik pengawasan. 
Untuk dapat mengetahui 
sejauh mana efetivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka , dapat dilihat 
dari kriteria dan  indikator-indikator 
berikut : 
a. Tepat, dengan indikator 
pengelolaan  kearsipan  dilakukan 
dengan   tepat sasaran dan   tepat 
waktu  
b. Cepat, dengan indikator 
pengelolaan  kearsipan   
diselesaikan dengan cepat sesuai 
dengan prosedur atau peraturan 
c. Hemat, dengan indikator 
pengelolaan  kearsipan  
dilaksanakan tanpa adanya  
pemborosan. 
d. Selamat, dengan indikator 
pengelolaan  kearsipan   mencapai 
tujuan tanpa  adanya  
penyimpangan 
Untuk mengetahui sampai 
sejauh mana efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka, maka dapat 
dilihat di tabel berikut : 
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Tabel 5.7  : Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Pengelolaan  kearsipan    
Pada Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Majalengka 










f % f % f % f % 
1 Pengelolaan  
kearsipan  dilakukan 
dengan tepat waktu  
dan sasaran  
13 72 4 23 1 5 18 100 
2 Pengelolaan  
kearsipan   dilakukan 
dengan cepat sesuai 
dengan prosedur dan 
pera turan 
12 67 5 28 1 5 18 100 
3 Pengelolaan  
kearsipan  dilakukan 
dengan tanpa adanya 
pembo rosan 
12 67 5 28 1 5 18 100 
4 Pengelolaan  
kearsipan  dilakukan 
sehingga mencapai 
tujuan tanpa ada 
penyim pangan 
11 61 5 28 2 11 18 100 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2014
 
Berdasarkan tanggapan 
responden yang tertuang di tabel 
tersebut di atas, dapat diketahui tentang 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  
pada Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan    Kabupaten Majalengka, 
yaitu sebagai berikut : 
(1) Pengelolaan  kearsipan  dilakukan 
dengan tepat waktu dan sasaran  
Sebanyak 13 responden ( 72 % 
)menyatakan bahwa pengelolaan  
kearsipan   selalu dilakukan dengan tepat 
waktu  dan sasaran,   sedangkan 4 
responden ( 23 % ) menyatakan bahwa 
bahwa pengelolaan  kearsipan  kadang-
kadang diselesaikan tepat waktu dan 
sasaran dan sisanya 1 responden ( 5 % ) 
menyatakan bahwa pengelolaan  kearsipan  
tidak dilakukan  tepat waktu, sasaran 
maupun administrasinya. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dari segi ketepatan  pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka belum optimal. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan bahwa 
upaya pengelolaan  kearsipan  agar sesuai 
waktu, sasaran dan administrasinya  yang 
telah ditentukan kadang-kadang terhambat 
oleh beberapa kendala teknis, misalnya 
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ada pemadaman listrik . Hal tersebut 
tentunya akan menghambat upaya 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan . 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata pengelolaan  kearsipan  
dari segi ketepatan waktu dan sasaran 
maupun administrasi belum optimal.   
(2) Pengelolaan  kearsipan  
dilakukan dengan cepat sesuai 
prosedur dan peraturan 
Sebanyak  12 responden ( 67 
% ) menyatakan bahwa pengelolaan  
kearsipan  selalu dilakukan dengan 
cepat , sedangkan 5 responden ( 28 % ) 
menyatakan bahwa pengelolaan  
kearsipan   kadang-kadang dilakukan 
dengan  cepat, dan sisanya 1 responden 
( 5 % ) menyatakan bahwa pengelolaan  
kearsipan   tidak dilakukan dengan 
cepat. 
Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dilihat dari segi 
kecepatan  pengelolaan  kearsipan   
masih belum optimal. Hal tersebut 
tentunya akan berpengaruh terhadap 
upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan  kearsipan .pada 
Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan  Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan 
bahwa para pengelola  kadang-kadang 
melakukan pengelolaan  kearsipan  
tidak dengan cepat dalam pengertian 
belum sesuai dengan prosedur dan 
peraturan. 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata masih ada 
pengelolaan  kearsipan    tidak tepat 
sasaran dan tidak sesuai dengan yang 
telah ditentukan . Hal tersebut tentunya 
akan menghambat upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  
pada Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka.  
(3) Pengelolaan  kearsipan  
dilakukan  tanpa adanya 
pemborosan 
Sebanyak 12 responden (67 %)  
menyatakan bahwa dalam pengelolaan  
kearsipan  dilakukan tanpa ada  
pemborosan, sedangkan 5 responden 
(28%) menyatakan bahwa dalam 
pengelolaan  kearsipan  kadang-kadang 
ada pemborosan, dan sisanya 1 
responden ( 5 % )  menyatakan bahwa 
dalam pengelolaan  kearsipan  masih 
ada pemborosan. 
Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengelolaan  
kearsipan  dari segi biaya masih belum 
optimal. Hal tersebut tentunya akan 
berpengaruh terhadap upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan 
.pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan   
Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan 
bahwa beberapa orang pegawai/ 
petugas  nampaknya belum memahami 
prosedur dan peraturan dalam 
pengelolaan  kearsipan   
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata dalam pengelolaan  
kearsipan  masih ada pemborosan , 
khususnya dalam pengeluaran 
keuangan yang sebelumnya tidak 
dianggarkan. Hal tersebut tentunya 
akan menghambat upaya pencapaian 
efektivitas pengelolaan  kearsipan 
.pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan   
Kabupaten Majalengka.  
(4) Pengelolaan  kearsipan  
mencapai tujuan tanpa ada 
penyimpangan  
Sebanyak 11 responden (61 %) 
menyatakan bahwa dalam pengelolaan  
kearsipan  selalu mencapai tujuan 
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tanpa ada penyimpangan, sedangkan 5 
responden ( 28 % ) menyatakan bahwa 
dalam pengelolaan  kearsipan  kadang-
kadang mencapai tujuan dan  ada 
penyimpangan , dan sisanya 2 
responden  ( 11 % ) menyatakan bahwa 
dalam pengelolaan  kearsipan  tidak 
mencapai tujuan dan masih ada 
penyimpangan  
Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam pengelolaan  
kearsipan  masih terdapat rintangan 
dan hambatan yang dirasakan oleh para 
pengelola persampahan dan kebersihan 
. Hal tersebut tentunya akan 
berpengaruh terhadap upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan  kearsipan  
pada Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Sekretaris,  diperoleh keterangan 
bahwa kepada  para petugas pengelola 
persampahan dan kebersihan  selalu 
ditekankan untuk mentaati semua 
peraturan mengenai  pengelolaan  
kearsipan . 
Berdasarkan hasil observasi 
penulis, ternyata dalam pengelolaan  
kearsipan  masih ada pegawai   yang 
bekerja kurang  memperhatikan 
peraturan  .Hal tersebut tentunya akan 
menghambat upaya pencapaian 
efektivitas pengelolaan  kearsipan 
.pada Sekretariat Dinas KUKM, 
Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka.  
Berdasarkan uraian-uraian 
mengenai empat sub variabel dari 
efektivitas pengelolaan  kearsipan , 
maka dapat penulis simpulkan bahwa 
pelaksanaan pengelolaan  kearsipan  
belum optimal dilaksanakan. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan nilai rata-rata 
penerapan pengelolaan  kearsipan  
tersebut baru mencapai 66,75%, dan 
bila dihubungkan dengan kriteria 
pengukuran analisa data, maka 
efektivitas pengelolaan  kearsipan 
.pada Sekretariat Dinas KUKM, 
Perindustrian dan Perdagangan   
Kabupaten Majalengka termasuk ke 
dalam kriteria “Cukup ”. 
Apabila memperhatikan 
penerapan teknik-teknik pengawasan  
yang baru mencapai nilai rata-rata 66,30 
% dan tingkat efektivitas pengelolaan  
kearsipan .yang baru mencapai nilai rata-
rata 66,75 % , jelas bahwa terdapat 
hubungan yang sangat erat antara 
pelaksanaan pengawasan    dengan 
efektivitas pengelolaan  kearsipan ..  
Dengan demikian, maka hipotesis 
yang penulis ajukan yaitu : ““Jika 
pelaksanaan pengawasan oleh 
Sekretaris berdasarkan teknik-teknik 
pengawasan, maka efektivitas 
pengelolaan  kearsipan  pada 
Sekretariat Dinas Koperasi,Usaha Kecil 
Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka 
tercapai.”, telah teruji kebenarannya dan 
dapat diterima. 
 Hambatan-Hambatan Yang 
Dihadapi Oleh Sekretaris Dalam 
Pelaksanaan Pengawasan  
Telah menjadi suatu kenyataan 
bahwa dalam suatu kegiatan yang 
dilaksanakan selalu terdapat berbagai 
hambatan dan rintangan yang dihadapi. 
Demikian pula dengan Sekretaris  dalam 
melaksanakan pengawasan sebagai upaya 
untuk mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka  menemukan 
hambatan-hambatan, diantaranya yaitu 
sebagai berikut : 
1. Adanya keterbatasan waktu serta 
kesibukan yang dimiliki oleh 
Sekretaris yang harus bertanggung 
jawab atas pelaksanaan berbagai 
macam tugas sehingga menghambat 
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dalam penerapan teknik pengawasan 
langsung melalui inspeksi langsung. 
2. Terlalu banyaknya arsip surat yang 
perlu ditangani   , sehingga 
pengawasan langsung melalui 
observasi di tempat kegiatan oleh 
Sekretaris belum optimal 
3. Kurangnya penguasaan permasalahan 
serta materi yang dimiliki oleh para 
pengelola  mengenai pengelolaan  
kearsipan , sehingga menghambat 
dalam penerapan teknik pengawasan 
langsung melalui permintaan laporan 
di tempat.   
 Upaya-Upaya  Yang Dilakukan Oleh 
Sekretaris Dalam Mengatasi 
Hambatan-Hambatan 
Upaya-upaya  yang dilakukan 
oleh Sekretaris  untuk mengatasi 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
pengawasan sebagai  upaya untuk 
mencapai efektivitas pengelolaan  
kearsipan  pada Sekretariat Dinas 
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Majalengka, adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengatasi hambatan 
keterbatasan waktu yang dimiliki oleh 
Sekretaris dalam melaksanakan 
pengawasan langsung melalui 
inspeksi langsung, maka Sekretaris 
melakukan pendelegasian wewenang 
kepada bawahannya berdasarkan 
tugas pokok dan fungi yang diberi 
wewenang. 
2. Agar pengawasan langsung melalui 
observasi di tempat dapat dilakukan 
dengan optimal, maka Sekretaris 
melakukan pendelegasian wewenang 
kepada  bawahannya, sehingga dapat  
dilakukan pengawasan guna 
meminimalisir segala penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi. 
3. Untuk mengatasi masalah kurangnya 
penguasaan permasalahan serta materi 
yang dimiliki oleh para pengelola 
administrasi ertanahan  , maka 
dilakukan dengan cara 
mengikutsertakan para pengelola 
pengelolaan kearsipan  dalam 
pendidikan dan latihan teknis  dan 
lain-lain  serta memberikan 
kesempatan kepada  para pengelola 
kearsipan   untuk melanjutkan 
sekolah/ kuliah dalam rangka 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. 
 
KESIMPULAN  DAN SARAN 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan  
dan penelitian yang penulis lakukan 
tentang pelaksanaan pengawasan oleh 
Sekretaris  dalam upaya mencapai 
efektivitas pengelolaan kearsipan pada 
Sekretariat Dinas KUKM, Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Majalengka, 
maka penulis menyimpulkan bahwa 
Sekretaris  belum  melaksanakan 
pengawasan secara optimal.  
Hal tersebut dapat terlihat dari 
penerapan teknik-teknik pengawasan oleh 
Sekretaris  dengan perolehan rata-rata 
nilai tertinggi baru mencapai 66,30 %, 
sehingga apabila dihubungkan dengan 
standar prosentase baru mencapai predikat 
“Cukup ”.  
Berdasarkan hal tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa ternyata 
Sekretaris dalam pelaksanaan 
pengawasannya masih perlu berusaha lagi 
dalam menerapkan teknik-teknik 
pengawasan. Untuk mengetahui 
keseluruhan dari penerapan teknik-teknik 
pengawasan oleh Sekretaris berikut 
predikatnya, maka dapat diuraikan sebagai 
berikut :      
a) Teknik Pengawasan Langsung, 
mempunyai nilai rata-rata tertinggi 
sebesar 66,75 % dan berpredikat 
“Cukup ”. 
b) Teknik Pengawasan Tidak Langsung, 
mempunyai nilai rata-rata tertinggi 
sebesar 65,80 % dan berpredikat 
“Cukup ”. 
Pencapaian predikat “cukup ” 
dalam penerapan teknik-teknik 
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pengawasan, akan berpengaruh 
terhadap proses pelaksanaan pekerjaan 
dari seluruh pegawai, dalam arti hasil 
kerjanya belum optimal.  
Belum diterapkannya teknik-
teknik pengawasan secara optimal , 
dikarenakan Sekretaris  menghadapi 
beberapa hambatan, yaitu : 
4. Adanya keterbatasan waktu serta 
kesibukan yang dimiliki oleh 
Sekretaris yang harus bertanggung 
jawab atas pelaksanaan berbagai 
macam tugas selaku Pimpinan pada 
Sekretariat  sehingga menghambat 
dalam penerapan teknik pengawasan 
langsung melalui inspeksi langsung. 
5. Terlalu banyaknya arsip surat yang 
harus ditangani    , sehingga 
pengawasan langsung melalui 
observasi di tempat kegiatan oleh 
Sekretaris belum optimal 
6. Masih kurangnya penguasaan 
permasalahan serta pengetahuan  yang 
dimiliki oleh sebagian  perangkat desa 
dalam pengelolaan kearsipan   , 
sehingga menghambat dalam 
penerapan teknik pengawasan 
langsung melalui permintaan laporan 
di tempat.  
Pengelolaan kearsipan   belum 
optimal dilaksanakan, ditunjukkan 
dengan nilai rata-rata pengelolaan 
kearsipan  tersebut baru mencapai 
66,75 %, dan bila dihubungkan dengan 
kriteria pengukuran analisa data, maka 
efektivitas pengelolaan kearsipan  baru 
termasuk ke dalam  kriteria “Cukup ”. 
Berdasarkan uraian tersebut, 
maka penulis dapat menarik suatu 
simpulan akhir dari hasil penelitian 
mengenai pengawasan Sekretaris  
dalam upaya mencapai efektivitas 
pengelolaan kearsipan pada Sekretariat 
Dinas KUKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Majalengka  
yang didasarkan kepada penerapan 
teknik-teknik pengawasan, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bahwa tingkat persentase dalam 
penerapan teknik-teknik pengawasan 
dapat mempengaruhi tingkat 
persentase dari pencapaian efektivitas 
pengelolaan kearsipan , dalam arti 
penerapan teknik-teknik pengawasan 
secara baik akan berpengaruh terhadap 
pencapaian efektivitas pengelolaan 
kearsipan  yang optimal.  
2. Bahwa sebaliknya penerapan teknik-
teknik pengawasan yang belum 
optimal   akan berpengaruh terhadap 
efektivitas pengelolaan kearsipan . 
3. Dengan demikian hipotesis yang 
penulis ajukan : “Jika pelaksanaan 
pengawasan oleh Sekretaris 
berdasarkan teknik-teknik pengawasan, 
maka efektivitas pengelolaan kearsipan 
pada Sekretariat Dinas KUKM, 
Perindustrian dan Perdagangan   
Kabupaten Majalengka tercapai.” telah 
terbukti. 
Dalam mengatasi hambatan-
hambatan tersebut di atas , Sekretaris  
telah berusaha mengatasinya dengan 
melakukan : 
1. Pendelegasian wewenang kepada 
bawahannya 
2. Mengikutsertakan para pengelola 
kearsipan   dalam berbagai Diklat 
Teknis pengelolaan kearsipan di 
tingkat Kabupaten/Provinsi    dan 
memberikan kesempatan kepada para 
pengelola kearsipan  untuk 




tersebut di atas, penulis mencoba 
memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Sebaiknya Sekretaris dalam 
pelaksanaan pengawasannya berusaha 
untuk melakukan pembagian waktu 
secara efektif, sehingga dapat 
menerapkan teknik pengawasan 
langsung dengan baik. 
2. Sebaiknya Sekretaris dapat 
mengupayakan peningkatan 
kemampuan para pengelola kearsipan  
dengan meningkatkan pembinaan 
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administrasi pemerinrahan desa   
secara menyeluruh   sehingga para 
pengelola admnistrasi pemerintahan 
desa dapat meningkatkan pengetahuan, 
kecakapan serta kemampuan dalam 
pelaksanaan tugasnya.  
3. Sebaiknya  Sekretaris mengupayakan 
peningkatan kedispilinan para 
pengelola kearsipan  yang 
melaksanakan  pengelolaan kearsipan  
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 
kewajibannya dengan memberikan  
petunjuk dan pengarahan serta 
memberikan peringatan kepada para 
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